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PUTUSAN
Nomor 1292/Pdt.G/2021/PA.GM.
z e\ >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sengigi, 10 Maret 1979, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XxxxxX, pendidikan Sekolah Dasar,
tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sengigi, 31 Desember 1975, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat
tinggal di XXXXX XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXKK XXXXXX, XXXXXXKXX XXXXXXKKXX XXXXX, XXXX

XXXXXXXX XXXXX, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 1292/Pdt.G/2021/PA.GM.,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1993 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di Dusun Sengigi, Desa
Sengigi, XXXXXXXXX XXXX XXXXXK, XXXXXXXKK XXXXXX XXXXX;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan
Tergugat berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah
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Ayah Kandung Penggugat yang bernama Bahri dan dihadiri saksi nikah
masing-masing bernama Sahab dan H. Umar dengan mas kawin berupa
uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah dirumah sendiri di Dusun Sengigi, Desa Sengigi, XXXXXXXXX
XXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama:
a. Cindra Warni Mukti, Lahir 02 Mei 1995;
b. Efendi Alamsah Mukti, Lahir 01 Januari 2001

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan
selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta
Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat sangat
membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya
Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam
pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2012 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari

Penggugat;
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b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2012
yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang
kerumah orang tua Penggugat;

10.Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 28
Desember 1993 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan
secara Syariat Islam di Dusun Sengigi, Desa Sengigi, XXXXXXXXX XXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
SUBSIDER
Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan
menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas panggilan nomor 1292/Pdt.G/2021/PA.GM. yang telah
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dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat
tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak
dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis
Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Penggugat  dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat NIK:
5201145003790001, tanggal 17-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti
saksi sebagai berikut:

1. SAKSI P1, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Masnun,
karena saksi adalah Perangkat Desa di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan
Tergugat yang dilangsungkan sesuai syariat agama Islam pada tahun
1993 di XXXXX  XXXXXXQi, XXXX XXXXXXQi, XXXXXXXXX XXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Penggugat
bernama Bahri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Abdul Sahal dan
H. Umar;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang

yang dibayar tunai;
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- Bahwa saat dilangsungnya pernikahan, Penggugat berstatus
gadis dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan
kawin menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-
undangan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah sendiri di XXXXX XXXXXXQi, XXXX XXXXXXQI,
XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2012
yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang di rumah,
Tergugat suka minum-minuman keras dan memiliki wanita idaman lain
(WIL);
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat telah menjatuhkan
talak kepada Penggugat di luar persidangan;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar rukun kembali
dengan Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan saat
ini sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati keduanya;

2. SAKSI P2, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Masnun,
karena saksi adalah Teman Dekat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di XXXXX XXXXXXQi, XXXX

xxxxxxgi, XXXXXXKXX XKXX XXXXXK; XXXXKXXKX XXXXXX XXXXXS
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- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat kurang lebih sejak 10
(sepuluh) tahun yang lalu Tergugat telah bercerai dengan Penggugat
dan sejak saat itu keduanya telah berpisah rumah;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui permasalahan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah rumah antara keduanya sudah tidak
hubungan yang baik layaknya suami istri;

- Bahwa saksi menyatakan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk
menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan
bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam
kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai
bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan
ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai
Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena
Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap
memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai,
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara a quo
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan
rumah tangganya kurang lebih sejak bulan Juli 2012 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi
dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat dan Tergugat kurang memberikan
nafkah kepada Penggugat. Bahkan puncak keretakan hubungan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan
Desember 2012 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan
pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan
terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal
22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan
kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P)
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan
akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah
memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka
Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah
menunjukan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten
Lombok Barat sebagaimana bukti surat (P) yang merupakan Yurisdiksi
Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti
saksi, dengan dihadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan
menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 172
ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg serta keterangan keduanya secara materiil
saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan
mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan
Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima
dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan
Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai
hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan
keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling
melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah
menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 28
Desember 1993 di XXXXX XXXXXXQi, XXXX XXXXXXQi, XXXXXXXXX XXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXxX, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang
bernama Bahri dan dihadiri saksi nikah masing-masing Abdul Sahal dan H.
Umar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak terdapat suatu keadaan dan
atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas ternyata didapatkan dari
keterangan saksi yang berupa testimonium de auditu yang tidak sesuai dengan
pasal 308 R.Bg. namun dalam hal ini dikarenakan pernikahan antara Pemohon
I dan Pemohon Il telah dilangsungkan sejak tahun 1993 atau sekurang-
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kurangnya sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun hingga sekarang, maka majelis
hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan lama waktu pernikahan para
Pemohon;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tertanggal 18
Desember 2020 dalam rumusan kamar agama, hukum keluarga, menyatakan
bahwa “syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwva itsbat
nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter
atau contentiosa”, dengan demikian kesaksian yang berupa testimonium de
auditu tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, oleh karenanya
berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka
penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal
7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan
telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat
telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak
berperkara (legal standing) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih
lanjut perihal pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat
bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan
persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
telah menikah pada tanggal 28 Desember 1993;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2012 yang lalu rumah
tangga keduanya mulai tidak harmonis dan sejak tahun 2012 tersebut
kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya keduanya telah berpisah

rumabh;
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- Bahwa penyebab keduanya berpisah rumah tersebut disebabkan
karena Tergugat Tergugat jarang di rumah, Tergugat suka minum-minuman
keras dan memiliki wanita idaman lain (WIL);

- Bahwa pihak kerabat telah berusaha menasihati Tergugat, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah
(Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: Untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun
sebagai suami istri;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah
sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI) Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah mawaddah dan rahmah dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an
Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang...... f

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam
perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya
sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta
dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, yang mengakibatkan
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perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin
dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan
menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta
mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat,
karena kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta
persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk
mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama figih Sayyid Sabiq yang diambil
alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

JL Luall

Artinya: “Kemudhartaan itu harus dihilangkan”;

s—io] sl 3] 5 p0ill (nolall go wallas ol azg,ll Ul
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Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah
ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri
tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah
tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut,
maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Figih Sunnah Juz Il :
248) ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor:
379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh
Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
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berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jis. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan
a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat
2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2016 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember
1993 di XXXXX XXXXXXQi, XXXX XXXXXXJi, XXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 24 November 2021
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Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Fiki
Inayah, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.l. dan
Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu
Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. Fiki Inayah, S.H.I.
Hakim Anggota,
ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara :Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 560.000.00
4. PNBP Panggilan :Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai :Rp_10.000.00
Jumlah : Rp 680.000.00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
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